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Dasar Hukum :

1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2.Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

3.Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa
informasi publik;

4.Peraturan Komisi Informasi Rl Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

5.Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 239 Tahun 2011 tentang Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pusat Statistik;

6.Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 240 Tahun 2011 tentang Unit Pendukung
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pusat Statistik;

7.Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 227 Tahun 2014 tentang Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pusat Statistik;

8.Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 228 Tahun 2014 tentang Unit Pendukung
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pusat Statistik;

9.Keputusan Kepala Badan Pusat Statistika Nomor 229 Tahun 2014 tentang Unit Pendukung
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Instansi Vertikal Badan Pusat Statistik.

Maksud dan Tujuan: =

1.Standar Operasnonal Prosedur (SOP) ini merupakan pedoman dan acuan dalam
melaksanakan uji konsekuensi informasi publik atas keberadaan penerima informasi
sehingga semua informasi publik yang diberikan teruji dan pihak-pihak terkait yang
membutuhkannya dapat memperoleh secara lengkap, akurat, benar, jelas, dan tepat
waktu, serta penangannya dilakukan secara efektif dan efisien sehingga terwujudnya
kesamaan dan keseragaman atas mekanisme dan prosedur dalam proses Pelayanan
Informasi Publik pada BPS Kota Samarinda.

2.Memberikan kepastian dan kejelasan informasi, proses dan pelayanan & ketentuan
yang dijalankan serta tercapainya pelayanan yang jelas, mudah diakses, tepat, aman,
transparan & akuntabel.

3.Mendorong terwujudnya implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
secara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi
dengan baik.

4.Menstandarkan dan meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan BPS Kota
Samarinda secara berkelanjutan.

Pencatatan dan Pendataan:
Catatan/Register Keberatan Pemohon

Kualifikasi Pelaksana
Memahami SOP Permohonan Inf. Publik & SOP Uji Konsekuensi;
Memahami jenis informasi publik yang dikecualikan

Keterkaitan:
SOP Permohonan Informasi Publik

Peralatan/Perlengkapan;
Komputer; Jaringan Internet; Printer.

Peringatan:
Jika SOP tidak dilaksanakan maka proses pelayanan informasi tidak berjalan efektif
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Keterangan:

= Memulai/mengakhiri proses




= Aktivitas/proses

= Keputusan

= Arah Alur Proses




